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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai perhitungan 

penyetoran dan pelaporan PPN sehubungan dengan kegiatan 

penjualan dan pembelian pada CV X selama periode studi praktik 

kerja, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. CV X membuat pembukuan dengan benar sesuai 

kegiatan usahanya. 

2. Batas pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang 

dilakukan oleh CV X sudah sesuai dengan Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu tiga bulan 

setelah masa pajak berakhir. 

3. Proses perhitungan dan pemotongan PPN dipungut 

sendiri pada bulan Januari, Febuari, dan Maret telah 

sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai yang berlaku dan tidak ada yang 

terlewatkan 

4. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal 

perhitungan, penyetoran , dan pelaporan pada bulan 

Januari, Febuari, dan Maret telah sesuai dengan 

peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

yang berlaku.  
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5. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN selalu tepat 

pada waktunya sesuai dengan Pajak Pertambahan Nilai 

yang berlaku, yaitu sebelum berakhirnya masa pajak 

bulan berikutnya.  

 

5.2 Keterbatasan 

Topik PPN amat sangat luas. Topik yang luas tersebut dapat 

dianalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Karenatopik PPN 

yang luas mengandung banyak topik yang dapat dibahas, 

mengakibatkan keterbatasan dalam menganalisis topik PPN. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan, analisis 

perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan CV X sudah tepat, 

sehingga patut untuk dicontoh oleh wajib pajak lain. Topik PPN 

yang luas dengan permasalahan yang  ada juga dapat lebih dieksplor 

lagi untuk dianalisis. 
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